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Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kekosongan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) terkait regulasi kecerdasan buatan (AI) di Indonesia, dengan merujuk pada regulasi lain seperti
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Surat
Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya
beberapa aturan tentang Al, regulasi ini belum cukup mengatur secara menyeluruh, terutama terkait aspek teknis,
pelaksanaan, dan pengawasan Al Maka, pengkajian untuk menganalsis lebih lanjut atas urgensi reformulasi UU ITE
dikarenakan belum adanya peraturan spesifik yang mampu menutup kekosongan hukum secara menyeluruh. Adapun
penelitian ini termasuk ke dalam penulisan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach
(pendekatan perundang-undangan) melalui analisis undang-undang dan peraturan turunannya dan comparative
approach (pendekatan komparasi) melalui analisis pengaturan Al di Uni Eropa (EU Al Act) dan China. Hasilnya
menunjukkan adanya kekosongan hukum yang belum mengatur Al secara spesifik, yang berisiko pada
penyalahgunaan teknologi dan menghambat kepastian hukum. Dengan membandingkan pengaturan EU dan China
Al Act, analisis menunjukan penelitian ini menyoroti pentingnya pembentukan regulasi Al yang komprehensif dan
inklusif di Indonesia, agar perkembangan teknologi Al tetap sesuai dengan prinsip-prinsip etika, transparansi, dan
tanggung jawab. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi UU ITE untuk mengatur Al secara eksplisit, serta
membentuk badan pengawas yang bertanggung jawab atas pengelolaan risiko AL

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan; Reformulasi UU ITE; Regulasi Al Uni Eropa dan China

Abstract

This research aims to analyze the legal vacuum in the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE)
regarding the regulation of artificial intelligence (Al) in Indonesia, by referring to other regulations such as
Government Regulation No. 71/2019 on the Implementation of Electronic Systems and Transactions and Circular
Letter No. 9/2020 on Ethics of Artificial Intelligence. This research is motivated by the existence of several
regulations on Al, but these regulations are not sufficient to regulate thoroughly, especially regarding the technical
aspects, implementation, and supervision of Al So, the study to further analyze the urgency of reformulating the ITE
Law due to the absence of specific regulations that are able to close the legal vacuum as a whole. This research is
included in normative juridical writing using a statute approach through analysis of laws and derivative regulations
and a comparative approach through analysis of Al regulation in the European Union (EU Al Act) and China. The
results show that there is a legal vacuum that has not specifically regulated Al, which risks the misuse of technology
and hampers legal certainty. By comparing the EU and China Al Acts, the analysis highlights the importance of
establishing comprehensive and inclusive Al regulations in Indonesia, so that the development of Al technology
remains in accordance with the principles of ethics, transparency, and responsibility. This research recommends
reformulating the ITE Law to explicitly regulate Al, as well as establishing a supervisory body responsible for AI
risk management.
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1. PENDAHULUAN

Inovasi dan Pengembangan Teknologi Informasi atau yang biasanya disebut Revolusi
Industri 5.0 memiliki pengaruh di Indonesia yang sangat signifikan. Dampak yang diberikan oleh
Revolusi Industri ini menciptakan perubahan yang luas di berbagai sektor kehidupan baik
dibidang politik, kebudayaan seni dan terutama pada sektor ekonomi dan teknologi. Istilah
“Inovasi” bertafsir pada penciptaan manfaat yang positif bagi kehidupan bermasyarakat.
Berlandaskan pada manfaat tersebut juga sewajarnya memberikan kemudahan dan cara baru
dalam melakukan sesuatu kegiatan ataupun aktivitas manusia. Dalam dekade terakhir, inovasi
teknologi informasi telah membawa beberapa inovasi utama yang terjadi di antara lainnya seperti
Cloud Computing, Blockchain, Kecerdasan Buatan (Artfificial Intelligence), Internet of Things,
Teknologi 5G, Keamanan Siber dan yang lain-lain.

Semakin berkembangnya pengaruh teknologi informasi dalam kehidupan manusia,
semakin besar pula potensi penyalahgunaannya. Pada kenyataannya, banyak hal negatif dapat
terjadi akibat teknologi informasi. Oleh karena itu, pemerintah merasa bahwa perhatian terhadap
teknologi informasi tidak cukup, perlu ada pengaturan hukum untuk meningkatkan kepastian
hukum dan keadilan di masyarakat yang memadai guna menjaga secara internal dan eksternal
ruang digital, serta mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, aman, dan kondusif.

Kemajuan teknologi informasi telah memunculkan sebuah rezim hukum baru yang dikenal
sebagai hukum siber atau hukum telematika. Di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang
teknologi informasi telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jika merujuk pada pengaturannya yang terdapat
pada UU ITE, terdapat pula implikasinya terhadap inovasi dan pengembangan teknologi
informasi di Indonesia melalui infrastruktur hukum, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan
dengan memperhatikan nilai-nilai masyarakat Indonesia. UU ITE mengatur terhadap
pelaksanaannya di kehidupan bermasyarakat dalam memberikan perlindungan hukum seperti
informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik. Hal ini sangat diupayakan agar menjadi payung
hukum dalam pemenuhan rasa keadilan dalam bermasyarakat.

Undang-Undang ITE yang diterbitkan pada tahun 2008 yang selanjutnya direvisi pada
tahun 2016 dan 2024 ini memiliki tujuan untuk mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi di Indonesia seperti melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan
pendapat melalui lisan dan tulisan, serta untuk mencegah penyalahgunaan dari teknologi
tersebut. Manfaat dari UU ITE antara lain memberikan kepastian hukum dalam transaksi
elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, mencegah kejahatan siber, dan
melindungi pengguna internet. Sebagai bagian dari sistem civil law, UU ITE mendukung
kepastian hukum yang stabil, teratur, dan konsisten dalam pengembangan teknologi informasi di
Indonesia.

Dasar pertimbangan UU ITE menunjukkan bahwa undang-undang ini bertujuan mencegah
penyalahgunaan teknologi informasi, termasuk Al, dengan memberikan kepastian hukum.
Namun, UU ITE sering dianggap ambigu dan tidak sepenuhnya memenuhi kepastian hukum,
karena hanya mencakup kejahatan dunia maya seperti konten ilegal dan penyadapan, tanpa




menangani ancaman siber yang lebih besar terhadap keamanan nasional. Indonesia telah
mengalami serangan siber, termasuk kasus penyadapan oleh Australia pada 2013 dan jutaan
serangan lainnya. Tantangan utama dalam menangani serangan siber lintas negara adalah batas
yurisdiksi hukum dan kedaulatan negara.

Pada tahun 2024, kemajuan teknologi informasi di Indonesia mengalami kenaikan jumlah
6 juta yang ditandai dengan 221 juta pengguna internet aktif, atau sekitar 79,5% populasi
Indonesia dengan kenaikan 1,31% dari tahun sebelumnya. Kekosongan hukum dikala banyaknya
pengguna teknologi informasi sesuai data tersebut itu adalah tidak wajar. Namun, implementasi
UU ITE menghadirkan tantangan hukum yang kompleks, khususnya terkait Al dalam
perkembangan zaman dan teknologi. UU ITE memberikan kerangka hukum yang umum untuk
penggunaan Al di Indonesia, tetapi masih memerlukan regulasi yang lebih spesifik dan jelas
untuk mengatasi tantangan yang berkembang dengan teknologi ini, sesuai aspek hukum yang
diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 43 UU ITE.

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini telah diangkat oleh
Rohmy (2021) yang mengkaji mengenai UU ITE dalam perspektif perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa meskipun UU ITE bertujuan untuk melindungi pengguna teknologi
informasi dari berbagai penyalahgunaan, terdapat beberapa kelemahan dalam regulasi tersebut.
Salah satunya adalah pasal-pasal multitafsir yang berpotensi digunakan untuk membatasi
kebebasan berekspresi di dunia digital. Penelitian ini juga menyoroti bahwa seiring
perkembangan teknologi, UU ITE perlu direvisi untuk menghadapi tantangan baru, seperti
munculnya isu-isu terkait keamanan data pribadi dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan
(AI), yang belum diatur secara memadai dalam undang-undang tersebut.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Mufti (2024) mengkaji mengenai urgensi
pembentukan peraturan perundang-undangan teknologi berbasis artificial intelligence. Hasil
penelitian ini menekankan bahwa perkembangan pesat Al di berbagai sektor, seperti industri,
kesehatan, dan pendidikan, memunculkan tantangan hukum dan etika yang belum diatur secara
spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Wildan berpendapat bahwa
regulasi yang ada, termasuk UU ITE, belum cukup untuk mengakomodasi kompleksitas yang
dihadirkan oleh Al, seperti masalah privasi, keamanan data, tanggung jawab hukum, dan dampak
sosial. Tanpa regulasi yang jelas, penggunaan Al berisiko menimbulkan dampak negatif, seperti
diskriminasi algoritmik dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan
urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur teknologi Al secara
komprehensif untuk memastikan penggunaannya yang aman, etis, dan adil di Indonesia.

Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Jaya (2021) mengkaji mengenai
kedudukan kecerdasan buatan sebagai subjek hukum pada hukum positif indonesia. Penelitian ini
membahas status Al sebagai subjek hukum dalam hukum positif Indonesia, yang saat ini terbatas
pada manusia dan badan hukum. Al belum dianggap sebagai subjek hukum karena tidak
memiliki kesadaran dan kehendak bebas. Namun, dengan perkembangan Al yang semakin
canggih, muncul pertanyaan tentang tanggung jawab hukum jika Al menyebabkan kerugian atau




melanggar hukum. Jaya merekomendasikan agar Indonesia mempertimbangkan regulasi baru
yang menetapkan tanggung jawab pengguna, pengembang, atau pemilik Al untuk mengatasi
kesenjangan hukum terkait penggunaan Al.

Perbedaannya, penelitian ini membandingkan UU ITE Indonesia dengan regulasi Al di Uni
Eropa dan China, mengingat bahwa UU ITE saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2024, belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas Al dari aspek teknis, etika, dan
keamanan. Penelitian ini berargumen bahwa dengan mengadopsi standar global dari EU dan
China, Indonesia dapat merumuskan regulasi yang lebih relevan dan adaptif, yang tidak hanya
menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga
mendorong perkembangan Al yang aman dan inovatif, serta mencegah penyalahgunaan
teknologi dalam konteks lokal.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
perbandingan (comparative approach). Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti
dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan pendekatan perundang-undangan (statute
approach), maka penelitian ini menganalisis UU ITE dan peraturan terkait sebagai turunannya
untuk memahami kekosongan hukum yang tidak mengatur secara khusus mengenai Al di
Indonesia. Penulis juga menggunakan comparative approach guna membandingkan peraturan
perundang-undangan di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan di negara lain yang
disebut EU dan China Act Regulation. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer
seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan surat edaran, serta bahan hukum primer,
sekunder yang berupa literatur, penelitian, dan pendapat ahli. Kemudian data dikumpulkan
melalui studi pustaka dan data dianalisis secara yuridis kualitatif dengan pendekatan deduktif
untuk menghasilkan kesimpulan yang deskriptif-kualitatif, yang menggambarkan kekosongan
hukum pada UU ITE dalam mengarahkan perkembangan Al yang selanjutnya dibandingkan
dengan EU dan China Act Regulation.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Keterbatasan Regulasi Dalam Undang-Undang ITE Terhadap Artificial Intelligence

Pada inovasi teknologi informasi terdapat yang disebut dengan Kecerdasan Buatan atau
Artificial Intelligence selanjutnya disebut Al, sesuai pengertiannya merupakan sebuah teknologi
yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang
biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Menurut McLeod dan Schell, Al adalah aktivitas
yang memberikan mesin seperti komputer kemampuan untuk menampilkan perilaku yang
dianggap setara dengan kemampuan yang ditunjukkan oleh manusia dan merupakan sistem
komputer yang dapat melakukan pekerjaan yang memerlukan kecerdasan manusia untuk
menyelesaikannya. Adapun menurut John McCarthy menjelaskan bahwa teknologi kecerdasan




buatan adalah suatu proses yang diterapkan pada teknologi untuk menirukan cara berpikir
manusia dan membuat mesin dapat melakukan tgas-tugas yang biasa dilakukan oleh manusia.

Kecerdasan buatan mulai mendapatkan perhatian karena memiliki potensi untuk menguah
cara pandang dalam pemerintahan dan tata kelola negara. Presiden Joko Widodo, pada 8 Maret
2021 saat pembukaan rapat kerja Nasional BPPT menyatakan bahwasannya Indonesia sedang
berada di dalam medan tempur Artificial Intelligence dunia, yang selanjutnya disertai dengan
kewaspadaan bahwa jangan sampai Indonesia hanya menjadi pembeli dari teknologi yang dibuat
oleh asing. Pernyataan Presiden menyimpulkan bahwa Indonesia juga harus mampu
mengembangkan Al dan tidak ketergantungan dengan teknologi yang dibuat oleh asing.

Al diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PTSE) sebagai turunannya. UU ITE tidak menyebutkan Al
secara eksplisit, namun karakteristik Al dalam pengolahan informasi membuatnya dapat disebut
dengan “Agen Elektronik” dalam peraturan perundangan Indonesia. Pada Pasal | UU ITE,
menyebutkan “Agen Elektronik™ sebagai “perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat
untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis
yang diselenggarakan oleh orang.” Istilah "otomatis" dalam definisi "Agen Elektronik"
digunakan oleh untuk merumuskan Al sebagai bagian dari "Agen Elektronik" yang telah
dijembatani makna nya oleh Pratidina dalam tesisnya yang berjudul “Keabsahan Perjanjian
Melalui Agen Elektronik Dalam Sistem Hukum Kontrak Indonesia.” Dengan menggunakan
pendekatan ini, peraturan yang mengatur "Agen Elektronik" juga dapat diterapkan pada Al.

Pasal 21 UU ITE menetapkan bahwa agen elektronik, termasuk Al, merupakan bagian dari
penyelenggaraan sistem elektronik. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum atas segala tindakan
atau kesalahan yang dilakukan oleh agen elektronik, seperti Al, sepenuhnya berada pada
penyelenggara sistem elektronik. Meskipun Al mungkin terlihat mandiri, dalam konteks hukum
Indonesia, tanggung jawab tetap ada pada penyelenggara sistem elektronik, bukan pada Al itu
sendiri. Jadi, jika terjadi kerugian akibat tindakan Al, penyelenggara sistem elektroniklah yang
harus bertanggung jawab, bukan Al atau penggunanya.

Sama halnya bahwa substansi yang tertera dalam PP PTSE tidak mengatur secara luas
tentang Al secara khusus. Meskipun demikian, PP PTSE dapat digunakan untuk mengakomodasi
penggunaan Al dalam beberapa aspek seperti sistem dan transaksi elektronik, penggunaan
teknologi Al dalam transaksi daring. Pengaturan tersebut mengarah pada data secara umum
daripada Al secara spesifik, maka kekosongan hukum terkait aspek Al dalam PP PTSE
menunjukkan perlunya regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif untuk mengatasi risiko dan
mengakomodasi penggunaan Al dalam berbagai aspek kehidupan.

Meskipun UU ITE dan peraturan turunannya berfungsi untuk melindungi informasi
sebagai hak konstitusional (Constitutional Rights) sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal
28F UUD NRI 1945, masih ada kesenjangan dalam implementasi yang perlu diatasi untuk
mendukung inovasi Al. Dalam halnya, UU ITE bisa digunakan untuk pelaku yang terindikasi
melakukan pelanggaran hukum dan memberikan ruang untuk eksistensi Al melalui akomodasi




regulasi kebijakan UU ITE dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

Dalam hukum pidana Indonesia, hanya manusia dan korporasi yang dianggap subjek
hukum, sehingga belum jelas siapa yang bertanggung jawab jika Al melakukan tindak kejahatan.
Beberapa ahli mengusulkan bahwa Al dikategorikan sebagai subjek hukum parsial, di mana Al
memiliki hak dan kewajiban terbatas tanpa tanggung jawab pidana. Jika Al melanggar hukum,
tanggung jawab dialihkan ke pihak pengembang atau pengguna sebagai wali, menggunakan
konsep "in loco parentis" dengan artian bahwa Al adalah anak turunannya, sedangkan
pengembang atau penggunanya sebagai subjek hukum berkuasa atas subjek hukum parsial
tersebut. Seperti contoh, konsep "in loco parentis" juga diterapkan di India sebagai subjek
hukum untuk Sungai Gangga.

Kekosongan hukum mengacu pada ketiadaan regulasi yang mengatur kondisi tertentu dalam
masyarakat, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta kurangnya perlindungan.
Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus tentang Al, meskipun telah merilis
Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) pada tahun 2020 sebagai arah kebijakan
nasional, namun bukan dokumen hukum yang mengikat. Pemerintah telah menerbitkan beberapa
regulasi terkait Al, seperti Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2021 dan UU ITE yang mengatur
penggunaan teknologi Al, serta panduan etika dari Kemenkominfo yakni Surat Edaran. OJK juga
telah meluncurkan Panduan Kode Etik Al lewat penunjukkan Asosiasi Financial Technology
Indonesia (AFTECH) bersama asosiasi industri lainnya yakni AFSI, AFPI dan ALUDI untuk
menyusun dan menetapkan Panduan Kode Etik Kecerdasan Buatan yang Bertanggung Jawab dan
Terpercaya di Industri Teknologi Finansial dan sedang menyusun regulasi tentang layanan digital
yang mencakup AL

Namun, kriteria dalam pengaturan Al yang hanya tertuang pada peraturan di atas serta
dalam beberapa pasal saja tidak cukup untuk mengatur Al secara keseluruhan, baik teknis
maupun pelaksanaan dan penyelenggaraannya. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel A. Pangerapan menyatakan bahwa
Al belum diatur secara khusus dalam UU ITE dan bahwa pengaturan pemanfaatan teknologi Al
akan dikeluarkan berupa panduan etik dalam bentuk Surat Edaran seperti yang disebutkan
sebelumnya. Dosen Hukum Media di FH Unika Atma Jaya, Christiana Chelsia Chan,
mengungkapkan bahwa terdapat kekosongan hukum terkait pengaturan Al. Menurut beliau,
Surat Edaran (SE) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang berlandaskan
pada etika penggunaan Al masih menjadi topik perdebatan yang cukup signifikan dikarenakan
SE bukan merupakan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. SE yang diterbitkan oleh
Kementerian Komunikasi dan Informatika ini hanya berfungsi untuk memberikan klarifikasi
mengenai isu-isu tertentu yang dianggap penting dan mendesak, terutama dalam menanggapi
permasalahan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi yakni pemanfaatan dari
teknologi Al yang harus inklusif, transparan dan akuntabel.




Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan terkait “apakah Surat Edaran yang diterbitkan
Kemenkominfo sudah cukup untuk mengatur Al di Indonesia?” Faktanya, menurut para ahli dan
pengembang Al berpendapat bahwa SE belum sepenuhnya mengatur Al dan sewajarnya pada
tahap ini keberadaan Al semestinya sudah diatur demi melakukan pengawasan terhadap
perkembangan dan tantangan teknologi yang semakin luas, agar dalam perkembangannya
mampu menyesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pengembangan kecerdasan buatan (Al) di Indonesia dapat disesuaikan dengan nilai-nilai
Pancasila melalui penerapan prinsip-prinsip yang sesuai dengan lima sila tersebut. Sila pertama,
Ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan pentingnya tanggung jawab spiritual dalam
pengembangan Al, memastikan teknologi ini tidak melanggar nilai-nilai agama. Sila kedua,
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mendorong Al untuk menghormati martabat manusia serta
berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan
pentingnya kolaborasi inklusif antarwarga negara dalam pengembangan teknologi Al, sehingga
mencerminkan semangat persatuan nasional. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh
Hikmah Kebijaksanaan, memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan terkait kebijakan Al. Terakhir, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia, menekankan bahwa Al harus memberikan manfaat secara merata dan berperan dalam
mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Melalui pendekatan ini, Al dapat berkembang
secara etis dan selaras dengan prinsip-prinsip dasar negara.

Kekhawatiran terhadap Al dan kekosongan hukum bukanlah hal yang tidak berdasar.
Beberapa ahli, termasuk Stephen Hawking, Steve Wozniak, dan Elon Musk, mengungkapkan
bahwa perkembangan Al bisa menjadi ancaman terbesar bagi umat manusia. Mereka
menekankan pentingnya regulasi nasional dan internasional untuk mengelola dampak Al.
Dengan pendapat tersebut, perkembangan teknologi terutama Al yang sangat rapid dan dengan
penggunaan Al yang tinggi di Indonesia, mencapai 24,6% menurut survei IDC Asia-Pacific 2018
menandakan penggunaan tertinggi di Asia Tenggara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia
membutuhkan sebuah perangkat hukum yang siap memastikan peraturan atas penggunaan
kecerdasan buatan yang aman dan etis. Indonesia tertinggal dalam regulasi Al meskipun
memiliki visi Al untuk 2020-2045 dari BPPT. Regulasi awal seperti Surat Edaran
Kemenkominfo dan studi BPPT bisa menjadi dasar untuk mengembangkan aturan Al
kedepannya. Penting untuk menyeimbangkan antara pembatasan dan inovasi terkait teknologi
dalam regulasi yang mengikat sehingga bisa mendorong kepastian hukum.

Dengan persentase 24,6% dalam penggunaan Al di Indonesia, tidak dapat disangkal fakta
bahwa kejahatan berbasis Al juga terdapat didalamnya. Menurut penelitian Betty Alisjahbana
yang dikutip oleh Evawani Elysa Lubis, penggunaan internet oleh perempuan lebih tinggi dari
laki-laki, terutama di kalangan profesional dan ibu rumah tangga. Data Pew Research Centre
menunjukkan bahwa 76% perempuan menggunakan media sosial, lebih banyak dibandingkan
pria (72%). Namun, media sosial juga memiliki risiko, seperti kekerasan berbasis gender online
(KGBO). Menurut Komnas Perempuan, perempuan rentan terhadap kekerasan online, termasuk
pelecehan seksual dan penyebaran foto pribadi tanpa izin. Pada tahun 2020, 454 kasus kekerasan




siber dilaporkan, mencakup pelecehan, ancaman, dan kekerasan di tempat tinggal, kerja, dan
ruang publik.

Laporan Komnas Perempuan mengungkap bahwa meskipun internet membawa dampak
positif, ia juga memicu Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO). Berdasarkan penelitian
Plan International, hampir 50% perempuan mengalami cyberbullying atau pelecehan, dengan
mayoritas pelaku tidak dikenal, seperti orang asing atau anonim. Selain itu, ada juga pelaku yang
merupakan pasangan atau mantan pacar. Pelaku KGBO biasanya memiliki kemampuan di bidang
komputer. KGBO merupakan salah satu bentuk kejahatan baru yang muncul dari perkembangan
teknologi, termasuk ancaman seperti grooming, peretasan, pornografi balas dendam, dan
pencemaran nama baik. Teknologi Kecerdasan Buatan (Al) juga berpotensi menambah risiko
dengan menciptakan konten yang merugikan, seperti "deepfake" atau konten pornografi palsu
yang memanfaatkan Al. Meskipun Al menawarkan banyak manfaat, seperti dalam bidang medis
dan personalisasi layanan, risiko privasi, keamanan, dan bias tetap menjadi perhatian.

Deepfake terjadi tanpa persetujuan korban. Kasus selebriti seperti Scarlett Johansson dan
Kristen Bell menunjukkan penggunaan Al untuk memanipulasi video pornografi. Predator online
juga menggunakan Al untuk mengintai perempuan dan melakukan serangan lebih lanjut, seperti
revenge porn, yaitu tindakan balas dendam dengan menyebarkan gambar intim tanpa persetujuan
korban, menyebabkan cedera psikologis dan sosial. Studi yang dilakukan oleh Henry dan Flynn
menunjukkan bahwa pelaku sering termotivasi oleh kepuasan seksual dan tekanan teman sebaya,
bukan hanya balas dendam. Korban perempuan menghadapi stigma, kecemasan, depresi, dan
isolasi sosial.

Sayangnya, tidak semua perempuan memiliki akses yang sama untuk melindungi diri dari
kekerasan ini. Beberapa negara, seperti Kanada, deepfake dilindungi sebagai karya ekspresi
artistik oleh undang-undang hak cipta, namun terdapat hukum yang melindungi terhadap
pornografi deepfake, terutama yang melibatkan anak di bawah umur. Pembuatan dan penyebaran
deepfake yang menampilkan anak di bawah umur dapat didakwa sebagai penyebaran materi
pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan undang-undang pornografi anak.

Selain dari deepfake, dalam media sosial terdapat permasalahan yang muncul akibat
maraknya penggunaan teknologi Al adalah penyalahgunaan wajah atau biometrik tokoh
masyarakat untuk hiburan tanpa persetujuan mereka. Ini merugikan para tokoh karena melanggar
hak privasi mereka. Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
ITE, penggunaan informasi pribadi melalui media elektronik harus mendapat persetujuan
pemiliknya. Namun, karena kemudahan yang ditawarkan Al, persetujuan sering diabaikan oleh
agen elektronik.

Penggunaan filter Al seperti Al Lenses dan Al Manga Filters sempat populer di Indonesia,
terutama dengan konten video hiburan yang menarik banyak perhatian. Al memungkinkan
transformasi gambar menjadi animasi, sering kali menggunakan tokoh publik sebagai objek
tanpa izin. Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, semua dokumen elektronik yang
menyangkut data pribadi harus mendapat persetujuan. Namun, persetujuan sering diabaikan, dan
banyak konten Al yang menggunakan wajah atau suara tokoh publik tanpa izin.




Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan
bahwa subjek data pribadi berhak mengetahui bagaimana data mereka digunakan. Oleh karena
itu, agen elektronik seharusnya berkomunikasi dengan tokoh masyarakat sebelum membuat
konten menggunakan Al. Meski demikian, perselisihan tetap mungkin terjadi, dan UU ITE
mewajibkan mekanisme penghapusan konten yang tidak relevan. Meski terdapat mekanisme
penghapusan (right to erasure) jika merasa dirugikan, yang dimaksud pada UU Nomor 71 Tahun
2019 tentang PSTE, penghapusan ini harus melalui penetapan pengadilan, yang bisa memakan
waktu lama. Hal ini perlu disoroti agar penggunaan Al tetap mematuhi aturan hukum yang
berlaku.

Saat ini, rencana pembentukan regulasi yang lebih spesifik terkait Al di Indonesia adalah
Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia (Stranas KA) yang dirilis pada tahun 2020
memuat tentang etika dan kebijakan Al, namun belum mempunyai dokumen hukum yang
mengikat. Tidak diaturnya Al membuat kekosongan hukum dalam UU ITE, ini terjadi karena
Indonesia menghadapi tantangan dalam membentuk regulasi Al dalam UU ITE akibat kurangnya
infrastruktur hukum dan sumber daya manusia yang memahami Al secara mendalam. Selain itu,
pemerintah harus menangani isu privasi dan keamanan data terkait Al. Meskipun pemerintah
ingin memberikan fleksibilitas untuk perkembangan teknologi dengan mengurangi regulasi, hal
ini bisa menimbulkan risiko penyalahgunaan Al seperti potensi dampak negatif yang telah
disebutkan sebelumnya. Implementasi regulasi Al yang efektif sangat penting untuk melindungi
masyarakat dan memaksimalkan potensi teknologi Al. Hal ini memerlukan kerja sama antara
pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.

Sejatinya penggunaan Al tanpa pengawasan sangat berisiko karena Al hanya mengikuti
data yang diberikan dan bisa disalahgunakan, misalnya untuk menyebarkan disinformasi.
Meskipun Al dapat meningkatkan produktivitas, namun tanpa aturan yang jelas, dampaknya bisa
berbahaya. Panduan etika dari pemerintah belum cukup kuat secara hukum, sehingga diperlukan
regulasi yang lebih tegas untuk memastikan keamanan, keadilan, dan transparansi dalam
penggunaan Al. Regulasi yang lemah dapat menimbulkan risiko, termasuk penyalahgunaan Al
dan hilangnya kepercayaan publik. Oleh sebab itu, dibutuhkan regulasi khusus untuk mengatur
pembuatan, pengembangan, dan pemanfaatan Al karena bisa dianggap memiliki status seperti
badan hukum yang juga dapat diperlakukan sebagai subjek hukum dalam konteks hukum. Dari
sini, Indonesia perlu belajar dari negara lain dan merancang regulasi serta peraturan yang sesuai,
melibatkan semua pihak agar Al digunakan secara bertanggung jawab. Dengan regulasi dan
peraturan yang tepat, Al bisa diatur seperti subjek hukum, melindungi masyarakat, dan
mendorong kemajuan digital yang adil dan inklusif.

3.2 Upaya Yang Bisa Dilakukan Untuk Mencegah Kekosongan Hukum Dalam UU ITE

Berangkat dari permasalahan diatas, Indonesia bisa merujuk pada Uni Eropa yang
baru-baru ini merilis versi terbaru dari EU Al Act Regulation yang berfokus pada pengelolaan
risiko penggunaan Al dan ditargetkan berlaku pada 2024, meskipun menghadapi kritik dari
perusahaan teknologi besar karena kompleksitas kepatuhannya. China juga memimpin dalam
regulasi Al dengan berbagai aturan komprehensif yang mengatur Al Generatif, Algoritma




Rekomendasi, dan Inovasi Al. Kedua negara ini menunjukkan pendekatan berbeda namun serius
dalam mengatur Al secara lebih mendalam.

Undang-undang ini juga melarang penggunaan Al untuk beberapa aplikasi tertentu yang
dianggap terlalu berisiko, seperti pengenalan wajah secara real-time dalam ruang publik, kecuali
dalam kasus-kasus tertentu yang sangat terbatas seperti pencarian orang hilang atau pencegahan
kejahatan berat. Selain itu, ada kewajiban transparansi bagi aplikasi Al berisiko rendah, seperti
kewajiban untuk mengungkapkan jika suatu konten dibuat oleh Al. Uni Eropa juga berencana
untuk membentuk Kantor Al yang akan bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan
terhadap UU ini di seluruh wilayah Eropa.

Untuk melakukan reformasi UU ITE terkait Al di Indonesia yang merujuk pada EU A/
Act Regulation, ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil. Pertama, Indonesia dapat
mengadopsi prinsip-prinsip utama yang diusung oleh EU Al Act, termasuk human agency and
oversight, technical robustness and safety, privacy and data governance, transparency, diversity,
non-discrimination, fairness, serta social and environmental wellbeing. Prinsip-prinsip ini
penting untuk menjamin bahwa pengembangan dan penggunaan Al tidak hanya memajukan
teknologi tetapi juga melindungi hak-hak manusia dan kesejahteraan sosial. Kedua,
pengembangan kerangka klasifikasi risiko serupa dengan £EU A1 Act Regulation dapat membantu
Indonesia dalam mengidentifikasi dan mengelola tingkat risiko yang dihadapi oleh berbagai
sistem Al, sehingga regulasi yang diterapkan bisa sesuai dengan potensi risiko yang muncul.
Adapun, integrasi etika dan hak-hak manusia harus menjadi perhatian utama dalam regulasi Al,
dan Indonesia dapat merujuk pada Ethics Guidelines for Trustworthy Al yang dikembangkan
oleh High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (HLEG Al) dari Uni Eropa.

Selanjutnya, pembentukan badan pengawas dan pengatur yang independen, transparan,
akuntabel, dan profesional sangat penting untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap
penggunaan Al, termasuk dalam hal auditing, evaluasi, sertifikasi, dan penilaian dampak Al
terhadap masyarakat dan lingkungan. Di samping itu, regulasi Al perlu diintegrasikan dengan
Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) Indonesia, yang sudah ada, agar regulasi
tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dalam mendukung pengembangan dan pemanfaatan Al
secara optimal di tingkat nasional. Terakhir, Indonesia juga bisa mengadopsi model regulasi Al,
sebagai acuan dalam merumuskan peraturan yang efektif dan berdaya saing global.

Peraturan £U Al Act mencakup beberapa aspek penting yang belum diatur dalam UU ITE
Indonesia, khususnya terkait penggunaan Al dengan risiko tinggi dan risiko yang tidak dapat
diterima. Aspek-aspek yang tidak diatur meliputi larangan terhadap manipulasi perilaku kognitif
manusia secara tidak etis, praktik skoring sosial yang dapat merugikan individu atau kelompok,
serta penggunaan teknologi pengenalan biometrik yang melanggar privasi. Selain itu, UU ITE
juga belum mengatur risiko tinggi seperti sistem Al yang dapat membahayakan keselamatan
publik atau melanggar hak asasi manusia, serta kewajiban pendaftaran bagi penyedia sistem Al
berisiko tinggi. Peraturan khusus seperti pengujian konformitas yang merupakan proses penilaian
kesesuaian di bawah EU Al Act untuk memastikan kepatuhan sistem Al terhadap standar




keamanan dan transparansi, serta pengawasan yang efektif termasuk mitigasi bias oleh otoritas
terkait, juga belum diakomodasi dalam UU ITE.

Peraturan EU Al Act ini bertujuan untuk memastikan penggunaan Al yang aman,
transparan, dan tidak diskriminatif, serta melindungi hak asasi manusia dan lingkungan.
Peraturan ini tidak diatur dalam UU ITE karena fokusnya pada penggunaan Al secara lebih luas
dan kompleks, serta mencakup aspek-aspek yang lebih spesifik terkait dengan risiko tinggi dan
tidak dapat diterima. Selain Uni Eropa, di China juga terdapat Al Act Regulation yang serupa
dengan EU Al Act yang disebut dengan Generative Al Measures, Administrasi Dunia Maya
China (Cyberspace Administration of China/CAC) merilis draf regulasi standarisasi pelabelan
konten sintetis yang dihasilkan artificial intelligence guna melindungi keamanan nasional dan
kepentingan publik.

Indonesia dapat merujuk pada regulasi A/ China dalam mengembangkan UU ITE terkait
Al dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting. Pertama, pengawasan konten dan
pembatasan data pelatihan merupakan data yang digunakan untuk melatih model pembelajaran
mesin Al perlu diperkuat dengan mengharuskan penyedia Al bertanggung jawab atas konten
yang dihasilkan dan memastikan data pelatihan tidak melanggar hukum. Kedua, transparansi dan
akuntabilitas dalam siklus hidup yang merujuk pada tanggung jawab pada setiap tahap
pengembangan dan penerapan sistem Al harus ditingkatkan melalui pemetaan risiko dan
pembaruan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Ketiga, Indonesia dapat mengadopsi
pedoman norma-norma etika yang telah diterbitkan oleh Ministry of Science and Technology
(MOST) China dengan judulnya yang disebut New Generation Artificial Intelligence Ethics
Specification guna memastikan bahwa Al tetap harus berada di bawah kendali manusia, seperti
memastikan Al tidak diskriminatif, menghasilkan konten yang benar dan akurat. Pedoman
tersebut dengan jelas menyatakan bahwa manusia harus memiliki kendali penuh dalam
pengambilan keputusan serta berhak untuk memilih apakah akan menggunakan layanan Al,
menghentikan interaksi dengan sistem Al, atau mematikan operasinya kapan saja. Selanjutnya,
dalam mendukung inovasi, Indonesia dapat belajar dari strategi jangka panjang China dengan
mengembangkan infrastruktur hukum dan sumber daya untuk mendorong inovasi Al lokal, dan
juga pembentukan struktur pengawasan terkoordinasi, seperti A/ Strategy Advisory Committee di
China, dapat membantu memastikan implementasi yang efektif.

Indonesia dapat mengintegrasikan etika dan hak-hak manusia dalam regulasi Al dengan
mengadopsi kerangka etika berbasis Pancasila melalui rujukan diatas, menekankan nilai seperti
kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial untuk mencegah diskriminasi. Regulasi Al juga harus
memprioritaskan privasi dan keamanan data, mengacu pada undang-undang perlindungan data
pribadi, serta membentuk badan pengawas independen untuk memantau penerapan regulasi
tersebut, memastikan dampak sosial Al diminimalisir dan penyalahgunaan dicegah. Hal tersebut
menjadi landasan yang penting untuk membangun kesadaran dan literasi digital di masyarakat
agar mereka dapat memahami potensi risiko dan manfaat Al serta berpartisipasi dalam
pengawasan teknologi. Inovasi pada regulasi juga perlu memastikan keadilan dan transparansi




dalam pengembangan Al, termasuk menjelaskan cara kerja algoritma dan penggunaan data,
untuk membangun kepercayaan pengguna.

Oleh karena itu, langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan regulasi yang etis dan
adil, sehingga Al dapat memberikan manfaat yang merata tanpa menyebabkan ketidakadilan.
Indonesia bisa merujuk pada penggunaan regulasi Al dari negara Uni Eropa dan China sebagai
referensi dengan mempertimbangkan konteks dan juga menyesuaikan aturan tersebut sesuai
dengan konteks Indonesia, supaya regulasi Al yang efektif dapat disusun. Pendekatan ini sudah
terbukti berhasil dalam penerapan peraturan perlindungan data pribadi dan dapat diterapkan
untuk Al untuk permasalahan yang sama, mengingat pesatnya perkembangan teknologi ini.

4. PENUTUP

Pengaturan kecerdasan buatan (Al) di Indonesia masih memiliki kekosongan hukum yang
signifikan, di mana regulasi yang ada seperti UU ITE dan PP PTSE belum mencakup
penggunaan dan perkembangan Al secara spesifik dan komprehensif. Pengaturan Al saat ini
hanya didasarkan pada Surat Edaran dan panduan etika yang tidak memiliki kekuatan hukum,
sehingga belum memberikan perlindungan yang memadai terkait risiko, termasuk kejahatan siber
dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih kuat dan mengikat
untuk mengatur tanggung jawab hukum, pemanfaatan, serta pengawasan Al agar sejalan dengan
nilai-nilai Pancasila, belajar dari praktik di negara lain seperti Uni Eropa dan China. Uni Eropa
telah merilis EU Al Act yang berfokus pada pengelolaan risiko dan transparansi Al, sementara
China menerapkan berbagai aturan yang mengatur Al generatif, algoritma rekomendasi, dan
inovasi Al secara ketat. Indonesia dapat mengadopsi prinsip utama £U A/ Act, mengembangkan
kerangka klasifikasi risiko, mengintegrasikan etika dan hak-hak manusia, serta membentuk
badan pengawas untuk memastikan pemanfaatan Al yang aman, transparan, dan tidak
diskriminatif. Regulasi Al Indonesia juga perlu berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan
memperhatikan praktik yang berhasil di negara lain untuk menciptakan regulasi yang efektif,
melindungi hak asasi manusia, privasi, serta keamanan masyarakat.
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